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PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 4  TAHUN 2006

TENTANCG

PEMBENTUKAN RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA DALAM

DAERAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT 1 UHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

Menimbang - a.  bahwa  untuk menjaga  dan - meningkatkon Kerukunai,  dan
kekoluargaan sera menggalang  dan meningkatkan  kwantitas
kwalitas, kavasitas dan intensitas serta menyalurkan parisipa.
n.syarakat secara tepat dan manfaat, berguna dalam pembuatan
pelaksanaan dan pengasasan polaksanaan kebijakan-ko')ijaka.)
Pemerintah dan Fembangunan dalam rangka mewujudkan Visi dan
Misi Kota Pagar Alam = bagal bagian tidak lerpisahkan dari upayn
mewjudkan cita-cita  komordekaan Negara kesatuan R :publii

Inonesia  sesual dengan amanah pasal (127) Undang-nndqnq

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pom rintal;

Daerah maka dibentuk fem? '‘Ja-lembaga masyarakat dalam wujud

Rukun Warga dan Rulun Tetangga disetiap kelurahan dalam

Daorah Kota Pagar Alam

b. bushwe dalam rangra pembentukan Fukun Wirga dan Rukun
letangga sebagaimana dimaksyd pada poin a diatas dipeilukan
landasan  hukum /ang - mengikat - sesual dengan ketentuzn

petundang-undangan yaneg bordaky

C. bahwa landasan hukum o gaimana dimaksud pada poin a dan
thatas periu ditetapkan

i Gator bentuk Perturan Daerah Kota Pagar
i"[-.!lif



[ ‘I : l‘

Py

M(‘!'Iﬂlnﬂiﬂ | ang-undang Nomo anun )1 Tentang Pembentukan Kota

~ : 1 T | " 2
Pasaar Alam (| embaran lyecara T yhun _-‘fr!\-: F:J"”” o8, ramit 1han

. -~ - : 1 RN wtukan
tana.undaha N Tahun 2004 Tentang Pembentukan
L o - e -
1T n 2004
Poraluran Perundano-undanoan (Lembaran Negara RI Tahun 2004
. ] y Nagara Nomor =)

» dang-undang N
| aran (wen nran { r 1
[
i
1 ¢ 1
ol ! L Whad Vg =TI L
e |
- X ’
| 10 Helut YN Q=N J Momu < 4
tana Paraturan Das fenjadi  Undang-undang (Lembaran
- T s } | B ]
[ Jid 1 £ 10a8[ i
4 | ey ey
: I ent . i
o 1 ] i i i
Voo 1 1 \ i nta
# L L ] 1] L) +
[
o] i §
] r |

¥ ¢

&

Menetapkan - PER
RU F ’ (TY RN, ’ "y ¥ b bA §r - . 5 o F
DAE







-‘,

AR |

ETATUS KEDUDUKAN DAN NAMA

b ond

i \ Il f ta
u'iA?li » KE IJUDUP\AN

Pasal 2

il lembaga masyarakat dan berkedudukan

divlavah h.-nu han ‘;mm d;hr\mul\ dan dikelola dari, oleh dan untuk
1) fonil dondilolukan oleh kelurahan serta diakui

(v

1

PORDT 2

dibina  oleh J.m..nn..:..nL Fomerintah  Daerah, Pemerintah
vinsl Sunwdora Selatan dan Pemerintah Pusat;
KT borstatus gar Lembaga  masyarakat  bagian  tidak
i:‘.:|‘r-_..iim.n| dan (W dan  berkedudukan di wilayah RW
inckuton vang dibentuk dan kelola dir, oleh dan untuk

asvarakal atas fasilitasi dan dilakukan oleh kelurahan serta diakui

¢

.‘E

Kecamatan

Pemerintah - Daerah, Pemerintah
n dan Pomenntah Pusat.

[ agian Kedua
NANEA

1 dengon Ketentuan

¥udukan diwilayan yang dikenal dan biasa

thse ;ml e avarakat dengan du-«un /'kampung" atau “talang”

alka ko

{ 1104
wikl lanolud

[ES EISTR T

"{

158N sebaca bertsd

"Kamipung”, hlang, maka sebutan

[

dicantumaan .L.l\....- bagian depan sebagai satu

Dersar mutdn dengan penulisan
barthut @ FW "dust " RW"ampung”, RW
_ 'wkan di suatu wilayah yang

sa disebul masyarakat dengan  “dusun”,
"k dibelakang nama dimaksud pada
tka romawi 1. Il dan seterusnya

RW "dusun.l”, Rw"dusun |I"
IR "ampuano | RWkampung 17, dab

~

WA Eleng 1Y, W talang 11'dab seterusnya:

dikenal dan biasa disebut
.‘.':x;_-" afau “talang

Hadl e

maka pada

PAAIVA sk ;‘mu mom‘intumnan Kata-Kata

sabagal berikut : RW”,..”

i Gi suaty wilayeh yane

y Gengan nama tartenty,

lasing s bersanagutan diberi nama denan
nodimaksud  dan dibeiakang

nkan romaws |, eterusnya mcs.u Ty

wm




(7) Gobap RT dber tems sama dergen rama I gy
membawahinys SAsmbabian, sngha decunsl padi Lagan Pt Nty
kata ‘TUT dengan peoulisan sebagel berkt BT 1 T we LA
Gan seterusrye, Stambah rama N yaeg mmenbe sty e

(3) Nama RW dan BT setagarrars dumasksod pada aym (1) den ()
Gatat  alas porsetuust  masyarakat Dersanghuie Aok ge b t
kodorshan 480 ik oleh Pamennish Facarrdier #ss ~WOR
Pamenctat Daerah

BAR M
SYARAT, MAKSUD DAN TUJUAN P MBENT AN

Bagian Pertama
SYARAT PEMBENTUVAN

Pasal 4

(1) Syarat pembertukan FW rrrimsl membawah 2idua; RT dari
ukan RT murimal membawaty 35 kepals keluargs

(Z) Pembentukan RW dan RT untuk pertama kah didasarra stas hesd
musyawarah antara lursh dengasn masysraskat bersangedan dan
selanyutnya pembentukan RYW didasarkan atas hasd musys i
antara lurah  dengan pengurus RT  bersangkutan  sedang
pembentukan Ft ddasarkan atas  havd musyswacrsh  artars
pangurus RW dengan kepala keluarga setempat

(3) Hasil musyawarah sebagarnana dimaksud pada ayst (Z) dataw
paling lambat 1 (saty) minggu setelahnya hatus dikukuhran
dengan surat keputusan Lurah bersangkutan,

(4) Tembusan Surat Keputusan sebagamana dimaksud ayat () dustas
paling lambat 1(satu) terhitung sejak ditandatangant drampawan
webagai laporan kepada Walikota melalus camat bersanghutan

Bag:an Kedua
MAKSUD

Pasal 5
Maksud pembentukan Rw dan RT adaiah menghimpun, mengeicia dan

menyalurkan segenap polens sumber daya dan Swadays masyaraxast
diwilayah kelurahan secara tepat dan manfaat guna

Bagian ketiga
TUJUAN

Tujuan pembentukan RW dan Rt 2

a. meningkatan wawaLan keagamasn  0ar bemanusiaan seria
kebangsaan 0an Kenegaraan segenap warga
b. Teriestarikan, terbing dan meningkanya kapuitas kwaitas sdan

intensitas kekeluagaan dan goulong foyong CGalam SeGas aspex
kehidupan can pefikehidupan wargs



0 Torgalangnye pathicipast prooak e dan swadiyn msyarakat dalan
penctapan polaksanann dan 1 atan pengawasan pelabsanaan
hahilak l'f'|>l].|i-.u|| AR (IO G kesmu .f.l{all'nl.'lli
Peave ol dhan £ oabian prombanigiinn

d Tercipta otnga dan moninagbatnya keiukunan,  ketertiban  dan
Kuatmiatmn dalam I (TP TR R elcipan warga,

o Manmokatiga kemakomran dan kosaplhitoraan watga

[tAfa
FUNGSIOAN TUGAS

Flagian portama
;1“‘-1‘\‘:.'1*

RW doan HT b Hungs

. Pondata, pengklarifikase  dan prongartibulnsg berbagan kebutuban,
Kepantingan dan aspias serla polenst kekuatan dan kelemahan
S -'-f.i:,..-l.ln'.'. adavi waire

b. Pembuat, polakuana dan pongavas polaksanaan kebigakan-kobigakan
dan  program-program  kem wrakatan  secara kekeluargaan
awadava ¢

[ yl=row il
}I']‘}' ’ wl

. FPoengaaiang, pengelola dan ponvahin kreast d W NGy s waragn datam
i) | )

menciptakan produk-prodt | Larang dan jasa termasuk yang
haiwilat urguulan,

d. Pengaatana, pongelola dan lur partisifasl datam pombuatan
pelaksanaan  dan g Pongavasan pelaksanaan  kebijakon-

Restaran dan Calab prograne-ooos i pemenntah dan pembanaunan
Henulal darl Hnokat kelurat ! matarny, daog .h;ni winst Sumalera

. Ly
Saatan dgan Hunat

a. Ponjalin dan paningkat silah! dan kerfa sama antar cesame
aria / poniaga d . ra kerakunan, ketertiban dan
Keamonan dimuin dan ingkononn 1T, W Kelurahan, kecamatan
Daeraly Proving Sumatera ! n Pusal

] r

RW (1 dutkung dan Bersan

a. menyeienggaras ; pengklarifikasian fan

POnaEtiKiiasan HBerhanm Kebainan kepentinoan dan Aspirasi seriy

\ i ya Gan .-.|'F|~:'a .fnll_J..
b JEren i I f | taal uall - pengawasan
ot TIER L NI L IR 1) 0N I;r,ur-]r,ﬂn-f-rln'lumr
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g Ghall Hy-ioyon



Menyelenggaiakan  Penggalangan, pengelolaan  dan  penyaluran
kreasi dan inovasi warga dalam menciptakan produk-produk berupa
bavang dan jasa termasuk yang bersifat unggulan;

Menyelenggarakan penggalangan, pengelofoan  dan penyaiuran
partisifasi dalam pembuatan, pelaksanan dan / atau pengawasan
pelaksanaan kebijakan-Kebijakan, program-program dan [/ atau
kegiatan-kegiatan Pemerintahy dan Pembangunan dimulai dari tingkat
Kelurahan. kacamatan, Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan

Pusat,

Menjafin dan  meningkatkan siluhturahmi, kerukunan, ketertiban,
keamanan dan kerja sama antal sesame warga seita menjaga dan
sruktunan, ketertiban, dan keamanan dimulai dari

memeliliara ke dari
lingkungan RT, RW, Keiurahan, Kecamatan, Daerah  Provinsi

Sumatera Selaian dan Pusat,

BAB YV
KeEWwAJIBAN DAN HAK

Bagian Pertama

REWAGBAN

Pasal 8

Menetapkan dan menjadikan Pancasila dan Undang-undang Dasar
1945 dan Peraturan Peruncang-undangan yang berlaku serta Nilai-
nitai dan Norma-norma vang  dijunjung dan berlaku ditengah
kehidupan  masyarakat  scbagal  landasan  utama  dalam
malaksanakan fungsi dan tugas atau kegiatan untuk mewujudkan

msesiint dan tianny
mansua aan -.‘L".!!||\’.-:l

Menyelenaaaranan manageinen heotganisasian dialas prinsif dari,
Fala ploss crpds gl Py e > 4 —— | alaimdtalals
e gan unid arfa secara i staran gan <mlu1iJm-:I.

\
]

Monyelenggarshan acministrasi keorganisasian secara tertib;
Manemipatican, memperakulkan dan metayani sefiap warga secara
adil dan beradab dengan tidak membeda-bedakan karena latar

pelEKanonya  tenhama ol peakann suku fas, goiongan 1an

agamanva
Mencegah  don menanggulangi  berbagai  masalah  social
Kemasyalanainll Walta secal= oo akiin, responsive, dan antisipatii;
Bekeriasema  dan membanty  pelaksapaan  fungsi, tugas dan
kewaiiban Pemeriniah Kewanan, wecamatan, Daerah Provinsi

A [ pmass

faporan administraiive secara priedik kepada lurah serta

PR VAR MY Hane Y (PO S 03 SO A KO ‘p"-}i;"-} VO A

AR



RW bersama RT berhak untuk :

Ditempatkan dan diperlakukan secara adil dan beradab diantara
sesame lembaga masyarakat, y
Mendapatkan bantuan dan dukungan dari masyarakat, pemerintah
dan pihak-pihak lainnya dalam penyelenggaraan fungsi, tugas dan
kewajiban untuk mewujudkan maksud dan tujuannya; {
Mendapatkan pengayoman dan pembinaan dari Pemerintah,
Kelurahan, Kecamatan, Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan
Pusat;

Menyampaikan aspirasi warganya kepada Pihak-pihak terkait;
Memberikan pembelaan terhadap warganya didalam maupun diluar
pengadilan; '
Menjalin silaturahmi  dan kerjasama dengan sesama dan pihak
lainnya secara indidental_fungsional maupun pcrmanent-institusiona!:

~ Melakukan kegiatan-kegiatan penggalangan dana dan usaha-usaha

M

2)

3)

produktif bagi kepentingan Organisasi dan warganya.

BAB VI
KEWARGAAN DAN KEPENGURUSAN

Bagian Pertama
KEWARGAAN

Pasal 10

Warga dari RW dan RT adalah segenap penduduk yang tercantum
pada kartu Keluarga dari daftar Kepala Keluarga yang terlampir
sebagai persyaratan pengukuhan terbentuknya RW dan RT
dimaksud oleh Pemerintah Kelurahan termasuk perubahan dan
tambahan-tambahannya;

Setiap warga wajib berpartisipasi proaktif dalam :

a. Pelaksanaan fungsi, tugas dan kewajiban serta berbagai
kebijakan dan program-program ketja dari RW dan RT,

5. Menjaga dan meningkatkan citra dan nama baik RW dan Rt;

¢ Sectia dan taat kepada pimpinan RW dan RT dan; ¢

4. Menjaga dan memelihara keutuhan dan  kerukunan
keluarganya serta kerukunan dan kekeluargaan antar sesame
warga dan keluarga didalam lingkungan maupun diluar
lingkungan RW dan RT nya serta dengan pengurus dan
oemerintah;

e Melaporkan indikasi-indikasi pelanggaran oleh Warga, Unsur,
Pimpinan dan Pengurus Rw dan RT serta pihak fain maupun
terhadap ketentuan-ketenfuan dalam Peraiuran Daerah ini
pada pihak yang berkompeten.

Setiap warga berhak :
a. ditempatkan, diperlakukan dan dilayani secara adil,

b. mendapatkan pengayoman, pembinaan dan pembelaan

At o - i 110 ima 11 .
diclalam maupun GHuat ?-i':'ll,‘,Ll'\,l}an
t | 4 !
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(3) Selep warga bernoak

dempatkan, diperlakukan dan dilayani secara adil;

L mendapatkan pengayoman, pembinaan dan pembelaan
ditalam maupun diluar pengadilan;

¢ mengajukan usul dan pendapat didalam maupun diluar rapat-
rapat RW dan RT, _

4 Memilih dan dipilih sebagai pengurus RW dan RT kecuall

warga yang barstarus sebagai Warga Negara Asing.

Bagian kedua
KEPENGURUSAN

Pasal 11

(1) RW dipimpin oleh pimpinan Rw terdiri dari :seorang ketua, seorang
sekretaris, dan seorang bendahara RW serta beberapa orang
anggota yang terdiri ddari ketua-ketua RT dan alat-alat kelengkapan
RW yang bersifat tetap;

(2) Ketua RW dapat membentuk alat-alat kelengkapan RW yang
bersifat tetap dan / atau tidak tetap sesuai dengan kebutuhan dan;

(31 Ketentuan-ketentuan berkenaan dengan alat-alat kelengkapan RW
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas ditetapkan dengan
Keputusan ketua RW dan dikukuhkan oleh Lurah.

Pasal 12

AT dpimpin oleh pimpinan RT terdiri dari : seorang ketua RT dan

peberapa  orang anggota yang terdiri dan  ketua alat-alat

kelengkapan RT yang bersifat tetap

Ketua RT dapat membentuk alat-alat kelengkapan RT yang bersifat

wetup Jdan ! atau tidak tetap sesuar dengan kebutuhan;

(3) Kketentuan-ketentuan berkenaan dengan alat-alat kelengkapan RT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas ditetapkan dengan

keput ketiua RW dan dilakukan oleh lurah

Vi )
e

BAB VI
PEMILIHAN

Bagian pertama
PEMILIHAN

Pasal 13

Ketua RV dipiih dalam musyawarah lengkap RW, dari warga RW oleh
peserta musyawarah lengkap RW

Pasal 14

Ketue T dipiin dalam rapat lengkat RT, dari dan oleh warga RT melalui

on (;‘h SORO Warga T

'
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Eoagian Keempat
MASA PENGABDIAN

Fasal 17

o ' | Petos (A Bonards parsonalia kepengurusar KW,

[ ‘ : o | . |
| ‘ ;

I sl 4 emnal) lanun ledhiung sejak tanggal pengukuhanriya,

i {7y N ! § At hoa RT hesorta personalia kegongurusan ar,
sotiima 3 (Lgal hun torhiung sejok tanggal pengukuhannya.

() Setolah fasa | o Felua RW dan BT sebagaimana
wyat (2) diatas borakhir, dapat

jan Ginan kembali hanya uniuk satu p?!;t_r!g masa

0 Aaly o
[}
g il 1M
.3 : iya masa pangabdian ketua HW,
. L 1 - e - i1
v Lerkewaiiban membersiapkan Mugyawarah Lengkap RW
| fas enoal nya dan melaporkannya kepada
Sienat
(Y 1 bulan sel Lot Muya masa pengabdian ketua RT,
& ' ' Cgoat lengkap RT untuk masa
§ graj :
pengabuian beikinva van melaporkannya kepada lurah untuk
- -
f i don diganti scbelin masa
I
00 hs hat n (et b AR K f
.
d 2 S : sengukubannya  karenz  kenilangan
t ! 3 b7 FwW dan KT dan / atay terbukti nyata
y oon / atau nemimpin
¢ o - | . i -l
i NS 3 f1an ReVanoan r?.f“.f,ﬂﬂ
RW dan RT bersangi \
f , Sy Tage, oo P P ey
. o Vb ol SLTCOWr LOIGH Sdib GlaU DCDerapa syarat sepagaimana
l-’.‘
e~ _-‘--' [ f"",‘l‘,f; i-“‘;\
3 - - fom v m 4 i
{ ¥ v K3 J 9
* W Gimassey paca pasal (19) diatas dapat
& z 9 ] l|’r i id *‘(T
: ’ s 4 ‘1 4
4 } v datam Kurdn waktu
; L 20
; warah lengkap RW
: P {15)
Xy § criiteindi b #
]




(?)

Dalam bal ketua Rt bolum torpilih tormasul kircna terjadinya ha
sobagaimana dimaksud pada pasal (19 diatas, katua PW dapat
menunjuk kotua RT seme 100 nias persetujuan Tokoh-tokoh warga
RT untuk melaksiiakan tugas-tugas harian ketua RT dengan masa
f b dian solama-lamanaya 1 (satu) bulan dan dalam kurun waktu
tu, ketua  HW  barkewajiban  mompersiapkan dan
menyalonggarakan rapat lengkap atau rapat lengkap luar biasa RT
dong n ketentuan sebagaimana diatur pada pasal (14), pasal (15),
dan posal (16) dintas.

BEAB VI

MUSYAWARAH RW DAN RAPAT RT

Fagian Pertama
KEDUDUKAN

Pasal 21

Musyawarah RW dan Rapat RT berkedudukan sebagai sarana pembuat
Kuputusan RW dan RT yang dalam pelaksanaanya mengedepan prinsif
musyawarah mufakat dan membelakangkan prinsif pemungutan suara.

(1)

Hagian Kedua

MUSYAWARAH RW
Pasal 22

Musyawarah RW terdiri dart ;
a  Musyawarah Lengkap;
b.  Musyawarah lengkap Luar Biasa,
c. Musyawarah Lengkap Tahunan;
d.  Musyawarah Lengkap tengah Tahunan;
e Musyawaiah Pengurus;

f.  Musyawarah Lainnya.

Musyawarah Lengkap

a  berugas memilih ketua RW, membahas laporan pertanggung
jawaban pelaksanaan garis besar program kerja RW; dan
merumushan garis besar program kerja RW:

b. diselenggarakan oleh Panitia musyawarah yang dibentuk dan

difasilitasi oleh serta memberikan laporan kepada lurah:

dipimpin sementara oleh furah atau oleh seseorang yang diberi
kuasa oleh lurah dan selanjutnya oleh seseorang yang dipilih
darl dan oleh peserla musyawarah:

d.  Peserta musyawarah terdiri dari © lurah yang memiliki hak
bicata dan 3 (liga) hak suara; unsure pimpinan RW yang
memitiki hak bicara dan masing-masing 1 (satu) hak suara:
dgan utusan ~ulusan RT, masing-masing utusan berjumiah 7
‘tujuty) orang yang setiap orang memiliki hak bicara dan 1
(satu) hak suara;

f.'.'



(3)

®)

(7)

{5}

e Waktu polaksanaan musyawarah selambat-lambatnya 11
(sebelas) hari sobelum tanggal berakhimya masa pengabdian
ketua RW.

Musyawarah Lengkap Luar Biasa °

a  diselenggarakan khusus untuk menyikapi hal-hal yang terjadi
berkenaan dengan ketentuan pasal (19) poin ¢, poin d dan
poin e,  menerima/menolak  permohonan  berhenti,
menghentikan dan / atau memilih Ketua RW pengganti;

b Penyelenggara, pimpinan, dan peserta musyawarah sama
dengan yang tercantum pada ayat 82) poin b, poin ¢, poin d,
diatas; R

¢ Waktu pelaksanaan musyawarah sesu)ai kebutuhan dengan
mengingat aturan yang termuat pada pasal (20) ayat (1)
diatas.

Musyawarah Lengkap Tahunan :

o Diselenggarakan oleh pimpinan RW setiap awal bulan
Desember untuk membahas laporan pelaksanaan program
keria tahunan dan menetapkan program kerja tahunan
berikutnya;

b Dipimpinan oleh pimpinan musyawarah yang dipilih dari dan
oleh peserta musyawarah:

c. Peserta musyawarah sama dengan yang tercantum pada ayat
(2) poin d:

Musyawarah Lengkap Tengah Tahunan ;

a  Diselenggarakan oleh pimpinan RW setiap awal bulan jun
untuk  mengevaluasi  pelaksanaan  dan mengadakan
oerubahan-perubahan program keria tahunan RW:

B.  Pimpinan musyawarah sama dengan yang tercantum pada
aval (4) poin b diatas;

¢ Peserta Musyawarah sama dengan yang tercantum pada ayat
{2) poin d diatas.

Milsyawarah Pengurus :

a  Diselenggarakan oleh pimpinan RW dalam rangka koordinasi,
ronsolidasi, konsultasi dan / atau sosialisasi berkenaan
dencan  pelaksanaan program kerja, partisipasi daiam
pelaksanaan tugas-tugas kelurahan dan kecamatan serta
penanguuiangan masalah-masalah yang dihadapi oleh warga;

b. Ui pimpin cleh ketua RW atau Seseorang yang dioeri kuasa
oleh ketua RW;

c. Feserta Musyawarah terdiri dari seaenap unsure pimpinan dan
pengurus serta ketua-ketua RT,

Untuic - berbugai  keperluan  tertenty dapat  diselenggarakan
musyswarah-musyawarah  fainnya dengan  agenda. Pimpinan,
peseita dan waktu penyelenggaraan musyawaran disesuaikan
cendan keperiuan dimaksud;

Feserta musyawarah dimaksud pada ayat (1) poin a, poin b, poin ¢,
poin d dan poin e diatas, hadii berdasarkan undangan tertuiis dari
senyelenggara musyawarah yang disampaikan selambat-lambatnya
1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musyawarah sedang untuk



gianitn  migsysvaish dinpkeud  pada wyst (1) pown @ tsdd
it Jasark an pindangan tartiks dari huan yang dissmpaikan sutwlum
gtk aiT) Ny RW ah
Diatarm nisyavarah dimakstd pada ayst (1) poin b, pon t, podes €
dan poin d diatay, panyelangyaia dupal mengundang penitiat thati
| BIAU PONQATMAT ontiB! JEngan kobituhan,

# (1) poin 8, poin b

(10) Pelaksanaan musyswarah dimaksud pada By
poi ¢ poin @ Derpedomen pude tata terbl  dan Bomivia

mutyawarah yang dirancang oleh penyelenggala mus Javint ah
woits dibahas den ditetsphan oleh posota musyawaiah wodati
urtuk yang  imaksud pada poin @ dan pon | dietapkan

berdasarkan Koputisan pimpinan W,

(11) Polaksanasn pormlitian ketua MW dalarm frisy e ah thrngnsud
pada ayat (1) poin & poin b, digtas berpedoman pada tata tortit
pemiliban hotua RW yang diancany oleh lursh serta dibanas den
ditetapkan oleh pusefia musyawatah gan menad bagan tidak
tarpioatiksn dan tata tertib musyrwstah dimaksud,

(12) Datam bl pembahasan garis Lasal program kera SODMGAIMAnNE
dmaksud pada ayat (2} poin 8 program ketjs sebagaimania
dnaksud pada ayat (4) pon a, dan porubatian perubahan progism
kern sebagaimana dimaksud pada ayat (%) poin @ mengacu pads
rancangan yang disiapkan oleh penysienggar Musyswalah,

(13) Hosil dan segala bentuk musyawatah distas, wajib dtuangrin
dalam dokumen barta acara musyawarah dengan lampiran

(W)

agenda dcara musyawisrah

b daftar hadic peserta musyawalah

‘ kenttusan-koputisan miusyawarah,
d  laindain yang dianggap perlu

Fagian ketiga
RAPATRT

Pasal 23

(1) wapat kT

o Rapat Lengkap,
b Rapat Lengkap Luar Diasa,
- Rapat Lengkap Tahunan
4 Rapat tengkap Tengah Tahunan,
. Rapal pengurus
Rapat lainnyn

(2) opati ngkap

g bertuga memiih  ketua RT, membahas laporan
pertangqgungjawaban pelaksanaan garis besar program kerja
RT den menetapkan garis besar program kerja KT.

L diselenagarakan oleh pimpinan FW atau oleh panitia yang
dibentuk oleh pimpinan RW

c. digimpin sementara atau sepenunnya oien ketua RW atau cich
sesecrang  yang aiben kuasa oleh ketua RW atau oleh
sesgorang yang dipilih dafi dan olen pesena rapat;

neserta rapat terdini dari . pimpinan RW yang memiliki hak

nicaia dan 3 (iga) hak suam) unsufe pimpinan RT yang

¥

i



memiliki hok bicara dan masing-masing 1 (satu) hak suara,
dan kepala-kepala keluarga sobagai wakil dari warga masing-
masing memiliki hak bicara dan 1 (satu) hak suara;

waktu pelaksanaan rapat selambat-lambatnya 11 (sebelas)
hari sebelum tanggal berakhirnya masa pengabdian ketua RT.

(3) Rapat Lengkap Luar Biasa |

a

diselenggarakan khusus untuk menyikapi hal-hal yang terjadi
berkenaan dengan ketentuan pasal (19) poin c, poin d dan
poin e, menerima / menolak permohonan berhenti,
memberhentikan dan / atau memilih ketua Rt pengganti;
penyelenggara, pimpinan, dan peserta rapal semua dgngan
yang tercantum pada ayat (2) poin b, poin ¢, dan poin d diatas;
Waktu pelaksanaan rapat sesuai kebutuhan dgngan
mengingat aturan yang termuat pada pasal 20 ayat (2) diatas.

(4) Rapat Lengkap Tahunan

a.

diselenggarakan oleh pimpinan RT setiap awal bulan
Desember untuk membahas laporan pelaksanaan program
kerja tahunan dan menetapkan program kerja tahunan
berikutnya;

dipimpin oleh pimpianan rapat yang dipilin dari dan oleh
peserta rapat,

Peserta rapat sama dengan yang tercantum pada ayat (2) poin
d diatas.

at Langkap Tengah Tahunan :

diselenggarakan oleh pimpinan RT setiap awal bula juni untuk
mengevaluasi pelaksanaan dan mengadakan perubahan-
parubahan program kerja tahunan RT:

pimpinan rapat sama dengan yang tercantum pada ayat (4)
poin b diatas,

peserta rapat sama dengan yang tercantum pada ayat (2) poin
d diatas.

Rapat Pengurus :

a.

O

diselenggarakan ofeh pimpinan RT dalam rangka koordinasi,
konsolidasi, konsultasi dan / atau sosialisasi berkenaan
dengan pelaksanaan program kerja; partisipasi dalam
nelaksanaan tugas-tugas RW, kelurahan dan kecamatan,
serta penanggulangan masalah-masalah yang dihadapi oleh
warga;

dinimpin cleh ketua Rt atau seseorang yang diberi kuasa oleh
ketuz 1T,

peserta rapat terdiri dari segenap unsure pimpinan dan
pengurus RT.

Untuk berbagai keperluan tertentu dapat diselenggarakan rapat-
rapat lainya dengan agenda, pimpinan, peserta dan wakiu
nenyalenggaraan rapat disesuaikan dengan keperluan dimaksud;

Paserta rapat dimaksud pada ayat (1) poin a, poin b, poin ¢, poin d

dan

poin e diatas, hadir berdasarkan undangan tertuiis dari

penyelenggara rapat yang disampaikan selambat-fambatnya 1
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L

(satu) harl sebelum pelaksanaan rapat sedang untuk peserta rapat
dimaksud pada ayat (1) poin o hadir berdasarkan undangan tertulis
atau lisan yang disampaikan sebelum pelaksanaan rapat;

(9) Dalam rapat dimaksud ayat (1) poin a, poin b, poin ¢ dan poin d
diatas, penyelenggara dapal megundang peninjau dan / atau
pengamat sesuai dengan kebutuhan;

(10) Pelaksanaan rapat dimaksud pada ayat (1) poin a, poin b, poin
c.poin d berpedoman pada tata tertib dan agenda rapat yang
dirancang oleh penyelenggara rapat serta dibahas dan ditetapkan
oleh pesarta rapat sedang untuk yang dimaksud pada poin e dan
poin f ditetapkan bordasarkan keputusan pimpinan RT,

(11) Pelaksanaan pemilihan ketua RT dalam rapat dimaksud pada ayat
(1) poin a dan poin b diatas, berpedoman pada tata tertib pemilihan
ketua RT yang dirancang oleh ketua RW serta dibahas dan
ditetapkan oleh peserta rapal dan menjadi bagian tidak terpisahkan
dari tata tertib rapat dimaksud;

(12) Dalam hal pembahasan garis besar program kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) poin a, program kerja sebagaimana
dimaksud ayat (4) poin a perubahan-perubahan program kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) poin a, mengacu pada
rancangan yang disiapkan oleh penyelenggara rapat;

(13) Hasil dari segala bentuk rapat diatas, wajib dituangkan dalam
dokumen berita acara dengan lampiran

Agenda acara rapat]

Daftar hadir peserta rapat;
Kepulusan-keputusan rapat;
Lain-fain yang dianggap periu.

a0 o

BAB IX
HUBUNGAN KERJA

Pasal 24

(1) Hubungan kerja antara RW dengan kelurahan bersifat konsultatif,
koordinatif, kooperatif dan produktif,

() Hubungan keria RW dan RT bersifat instruktif, konsultatif dan
produktif; .

(3) Hubungan anla RW dan RT dengan lembaga pemberdayaan
masyarakat kelurahan (LPMK) bersitat kooperatt dan produktif.

BAB X
WGEARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Fasai 26
(1) Sumber Pendapatan Keuangan R\ dan RT terdiri dari :

\ wadaya Warga,

b. Hasil usaha produktl

¢, Dana pembinaan dan Bantuan keuangan dari APBD Kota
Fagar Alam dan Provinsi Sumatera Selatan serta APBN,

d  Sumber-sumber lain yang syah.
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(2)  Pondapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di alokasikan untuk
belanja rutin bolanja modal dan belanja operasional program,

(3) Pendapatan dan belanfa dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatas
dikelola dan di administrasikan dongan standar pengelolaan dan
administrasi yang ditetapkan oloh pemerintah,

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 26

(1) Camat dan [yrah selaku  prangkat pemerintah daerah,
melaksanakan pembinaan RW dan RT untuk mencapai daya guna
dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi tercipta, terpelihara dan
meningkatnya  kerukunan, ketertiban dan  keamanan serta
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat:

(2) Camat melaporkan rencana pelaksanaan dan hasil-hasil pembinaan
terhadap RW dan RT kepada Walikota.

BAB Xl
TINDAK PIDANA PELANGGARAN

Pasal 27

Pelanggaran terhadap kcwajiban-kewajiban dan pemenuhan hak-hak
oleh pihak-pihak terkait yang termuat secara ekplisit maupun inplisit
dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai tindak pidana
pelanggaran,

Pasal 28

Hukuman kurungan dan / atay denda bagi orang pribadi atay orang
pribadi penanggung Jawab keluarga atau institusi sebagai pelaku tindak
pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal (27) diatas, merujuk
pada Peraturan Perundang—undangan Ri terkait yang berlaku. i

BAB Xilf
PENUTUP

Pacal 29

(1) RW dan RT beserta personalianya  yang ada sebelum
ditetapkannya Peraturan Daerah inj, dengan ini dinyatakan tetap
sebagal RW dan RT dan personalianya tetap melaksanakan tugas
sampai habis masa pengabdiannya;

(2) Dusun sebagai Perangkat pemerintah desa yang ada sebelum
ditetapkannya peraturan Gaeiah ini, dengan ini dinyatakan tidak
berlaku, dan aparaturnya dinvatakan demisioner.



Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dan / atau balum cukup diatur datsm
Peraturan Daetah iniakan ditetapkan dengan Peraturan VWalkota
Pagar Alam.

Pasal31
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lermbaran
Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
PadaTanggal 3 Agustus 2006

WALIKOTA PAGAR ALAM
dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 4 Agustus 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

H. A. FACHRI
LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2006 NOMOR 5SERI E




